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SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...



10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan ...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan  Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12
Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 12) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk.
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Sumedang Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan
Mikro Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang
Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 23);

28. Peraturan ...
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Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun
2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11
Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.

Daerah  Kabupaten adalah Daerah  Kabupaten
Sumedang.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
Daerah.

6. Kegiatan ...
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16.
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Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
untuk  menghasilkan  keluaran dalam  bentuk
barang/jasa.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran. yang bersangkutan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama
1 (satu) periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang
diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan
dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima
manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga
Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Penyertaan  Modal Daerah  adalah  pengalihan
kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan
kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan wuntuk diperhitungkan
sebagai modal Pemerintah Daerah Kabupaten.

Tahun Anggaran 2023 adalah masa 1 (satu) tahun
terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan

Daerah.

(2) APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.816.822.749.856,00 (dua
triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta
tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam
rupiah) terdiri atas:

a. Pendapatan ...
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a. Pendapatan Daerah Rp2.796.822.749.856,00 (dua triliun tujuh ratus
sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh
ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam
rupiah);

b. Belanja Daerah Rp2.795.322.749.856,00 (dua triliun tujuh ratus
sembilan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus
empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

c. Surplus/(Defisit) Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta
rupiah);

d. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Daerah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

2. Pengeluaran Daerah Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar
lima ratus juta rupiah); dan

3. Pembiayaan Neto Rp(1.500.000.000,00) (satu miliar lima ratus juta
rupiah).

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.796.822.749.856,00 (dua triliun
tujuh ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh
ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah),
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp625.007.877.571,00 (enam ratus dua puluh lima
miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh
puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp290.311.625.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus
sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp18.555.878.186,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh
lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh
enam rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.238.342.077,00 (tiga belas
miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu
tujuh puluh tujuh rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp302.902.032.308,00 (tiga ratus dua
miliar sembilan ratus dua juta tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan
rupiah).

Pasal 5
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp2.169.740.390.285,00 (dua triliun seratus enam
puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan
puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan ...
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a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp2.004.347.018.357,00 (dua triliun empat
miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima
puluh tujuh rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp165.393.371.928,00 (seratus enam puluh
lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu
ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.074.482.000,00 (dua miliar tujuh puluh
empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah;

b. dana darurat; dan

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2.074.482.000,00 (dua miliar tujuh puluh empat
juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp2.795.322.749.856,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tiga
ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus
lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp2.134.972.336.184,00 (dua triliun seratus tiga
puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh
enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;

belanja bunga;

belanja subsidi;

belanja hibah; dan

belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.255.084.934.591,00 (satu triliun dua ratus lima puluh lima
miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima
ratus sembilan puluh satu rupiah).

mo a0 o

(3) Belanja ...
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(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp673.184.501.593,00 (enam ratus tujuh puluh tiga
miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus satu ribu lima ratus
sembilan puluh tiga rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp193.362.870.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus
enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp12.990.030.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus
sembilan puluh juta tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp217.570.638.977,00 (dua ratus tujuh belas miliar
lima ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan
ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

belanja modal tanah;

belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal aset tetap lainnya; dan

belanja modal aset lainnya BLUD.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.202.500.000,00 (satu miliar dua ratus dua juta
lima ratus ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp54.799.095.687,00 (lima puluh empat
miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu
enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp75.150.624.290,00 (tujuh puluh lima miliar
seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus
sembilan puluh rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.864.099.000,00 (delapan puluh dua
miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu
rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp516.900.000,00 (lima ratus enam belas juta
sembilan ratus ribu rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp3.037.420.000,00 (tiga miliar tiga puluh tujuh juta
empat ratus dua puluh ribu rupiah).

hO Q0 TP

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp13.155.296.795,00 (tiga belas miliar seratus lima
puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan
puluh lima rupiah).

Pasal 11 ...
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Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp429.624.477.900,00 (empat ratus dua puluh
sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh
tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp30.551.048.900,00 (tiga puluh miliar lima ratus lima puluh satu
juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp399.073.429.000,00 (tiga ratus sembilan puluh
sembilan miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah).

Pasal 12
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan defisit
sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri
atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah), yang terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya;

pencairan Dana Cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

penerimaan Pinjaman Daerah;

penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00
(dua puluh miliar rupiah).

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

S0 Q0 oD

Pasal 14
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar
lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
a. pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal Daerah;
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. pemberian Pinjaman Daerah; dan

e. pengeluaran ...
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e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta
rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15
(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp(1.500.000.000,00) (satu
miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah

Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu

melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan

APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan

dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau
masyarakat.

Pasal 17
(1) Uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

(2) Lampiran ...
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(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.

b.

°©

Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan
sub Kegiatan beserta keluaran,;

rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM,;
sinkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan
APBD;

sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;

sikronisasi program prioritas nasional dengan program
prioritas Daerah;

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan,;
daftar Piutang Daerah;

daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
lainnya;

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap Daerah dan aset lain-lain;

daftar sub Kegiatan tahun jamak;

daftar Dana Cadangan; dan

daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd
HERMAN SURYATMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (7/271/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

i

e

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

L.

II.

UMUM

Bahwa penyusunan APBD ini merupakan amanat ketentuan Pasal 3
ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ...



Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 34



Lampiran | : Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang

Nomor 7 Tahun 2022

Tanggal 23 Desember 2022

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 625.007.877.571
4.1.01 Pajak Daerah 290.311.625.000
4.1.02 Retribusi Daerah 18.555.878.186
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.238.342.077
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 302.902.032.308
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.169.740.390.285
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.004.347.018.357
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 165.393.371.928
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2.074.482.000
43.01 Pendapatan Hibah 2.074.482.000
Jumlah Pendapatan 2.796.822.749.856

5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 2.134.972.336.184
5.1.01 Belanja Pegawai 1.255.084.934.591
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.184.501.593
5.1.04 Belanja Subsidi 350.000.000
5.1.05 Belanja Hibah 193.362.870.000
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 12.990.030.000
5.2 BELANJA MODAL 217.570.638.977
5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.202.500.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.799.095.687
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.150.624.290
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 82.864.099.000
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 516.900.000
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 3.037.420.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 13.155.296.795
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 13.155.296.795
54 BELANJA TRANSFER 429.624.477.900
54.01 Belanja Bagi Hasil 30.551.048.900
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 399.073.429.000

Jumlah Belanja

2.795.322.749.856

Total Surplus/(Defisit)

1.500.000.000




Lampiran | : Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang
Nomor
Tanggal

7 Tahun 2022
23 Desember 2022

KABUPATEN SUMEDANG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian Jumlah

6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 20.000.000.000
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 20.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 20.000.000.000
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21.500.000.000
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 6.500.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 21.500.000.000
Pembiayaan Netto (1.500.000.000)
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0

Bupati Sumedang

DONY AHMAD MUNIR




Lampiran Il : Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang

Nomor : 7 Tahun 2022

Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN SUMEDANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer Jumlah Belanja
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 291.318.519.195| 1.472.466.509.873| 191.796.164.397 0 0| 1.664.262.674.270

01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 891.354.516.149| 59.721.536.910 0 0 951.076.053.059
011.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 0 891.354.516.149 59.721.536.910 0 0 951.076.053.059
02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 284.152.474.195 472.587.614.979| 43.218.259.057 0 0 515.805.874.036
021.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 59.259.834.587 178.985.441.355 23.196.912.850 0 0 202.182.354.205
021.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Daerah 224.892.639.608 215.866.445.445 15.813.517.799 0 0 231.679.963.244
021.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Jatinangor 0 3.991.849.000 207.000.000 0 0 4.198.849.000
021.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Cimanggung 0 2.950.388.000 222.000.000 0 0 3.172.388.000
021.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Tanjungsari 0 3.451.327.587 0 0 0 3.451.327.587
021.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Margajaya 0 1.717.417.000 167.000.000 0 0 1.884.417.000
021.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Sukasari 0 1.718.670.000 102.872.000 0 0 1.821.542.000
021.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Haurngombong 0 1.965.312.000 25.000.000 0 0 1.990.312.000
021.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Pamulihan 0 1.830.583.000 28.500.000 0 0 1.859.083.000
021.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Rancakalong 0 1.955.963.000 200.000.000 0 0 2.155.963.000
021.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Sumedang Selatan 0 2.813.853.000 300.000.000 0 0 3.113.853.000
021.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Sukagalih 0 1.449.053.000 60.000.000 0 0 1.509.053.000
021.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kotakaler 0 2.974.274.100 184.883.900 0 0 3.159.158.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Situ 0 2.339.799.000 300.000.000 0 0 2.639.799.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Ganeas 0 1.791.644.000 104.000.000 0 0 1.895.644.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Situraja 0 3.135.177.000 101.608.000 0 0 3.236.785.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Cisitu 0 2.697.218.000 317.250.000 0 0 3.014.468.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Darmaraja 0 3.087.866.115 136.428.885 0 0 3.224.295.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Cibugel 0 2.332.245.000 104.500.000 0 0 2.436.745.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Wado 0 3.309.015.000 228.000.000 0 0 3.537.015.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Jatinunggal 0 2.812.150.000 50.000.000 0 0 2.862.150.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Jatigede 0 1.661.693.000 0 0 0 1.661.693.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Tomo 0 1.968.951.377 73.155.623 0 0 2.042.107.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Ujungjaya 0 2.444.554.000 82.500.000 0 0 2.527.054.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Conggeang 0 2.687.624.000 250.000.000 0 0 2.937.624.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Paseh 0 1.940.760.000 200.000.000 0 0 2.140.760.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Cimalaka 0 3.611.465.000 150.000.000 0 0 3.761.465.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Cisarua 0 1.269.003.000 140.080.000 0 0 1.409.083.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Tanjungkerta 0 1.100.583.000 8.500.000 0 0 1.109.083.000
02]1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Sukamantri 0 2.139.673.000 102.000.000 0 0 2.241.673.000




Lampiran Il : Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang
Nomor : 7 Tahun 2022
Tanggal : 23 Desember 2022

KABUPATEN SUMEDANG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga | Belanja Transfer Jumlah Belanja

1]102]1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Tanjungmedar 0 1.576.693.000 85.000.000 0 0 1.661.693.000
1102]1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Buahdua 0 1.586.188.000 42.500.000 0 0 1.628.688.000
11021.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas Hariang 0 993.249.000 10.050.000 0 0 1.003.299.000
1102]1.02.0.00.0.00.01.0033 Puskesmas Surian 0 1.303.227.000 40.000.000 0 0 1.343.227.000
1]102]1.02.0.00.0.00.01.0034 Puskesmas Cisempur 0 1.398.517.000 40.000.000 0 0 1.438.517.000
11021.02.0.00.0.00.01.0035 Puskesmas Sawahdadap 0 1.555.100.000 75.000.000 0 0 1.630.100.000
1]102|1.02.0.00.0.00.01.0036 Puskesmas Padasuka 0 1.324.644.000 70.000.000 0 0 1.394.644.000
1/0211.02.0.00.0.00.01.0037 Laboratorium Kesehatan Daerah 0 850.000.000 0 0 0 850.000.000
1102]1.02.0.00.0.00.01.0038 Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 0 0 0 0 0 0
1|03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.131.045.000 53.815.749.262| 80.497.282.530 (1] 0 134.313.031.792
1/03]1.03.0.00.0.00.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 7.131.045.000 44.637.268.042 74.931.946.750 0 0 119.569.214.792
110311.04.2.10.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0 9.079.232.420 4.042.084.580 0 0 13.121.317.000
1103]2.11.3.28.1.03.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 99.248.800 1.523.251.200 0 0 1.622.500.000
1(04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 12.515.559.551 5.958.034.970 0 0 18.473.594.521
1]/0411.04.2.10.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0 12.515.559.551 5.958.034.970 0 0 18.473.594.521
105 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 35.000.000 22.182.309.349 2.092.612.820 0 0 24.274.922.169
1]051.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 35.000.000 16.919.814.466 1.884.677.730 0 0 18.804.492.196
1/0511.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 5.262.494.883 207.935.090 0 0 5.470.429.973
1|06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 20.010.760.583 308.438.110 0 0 20.319.198.693
1]06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 0 20.010.760.583 308.438.110 0 0 20.319.198.693
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.913.264.010 168.676.799.734 6.249.330.400 0 0 174.926.130.134
2|07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 974.400.000 11.397.756.002 149.669.310 0 0 11.547.425.312
2(072.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 974.400.000 11.397.756.002 149.669.310 0 0 11.547.425.312
2|08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 10.894.351.103 160.000.000 0 0 11.054.351.103
2(0812.14.2.08.0.00.05.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 10.894.351.103 160.000.000 0 0 11.054.351.103
2|09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 1.307.910.750 0 0 0 1.307.910.750
2(0913.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0 1.307.910.750 0 0 0 1.307.910.750
2|10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 847.500.000 1.252.500.000 0 0 2.100.000.000
2(1011.04.2.10.1.03.02.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 0 847.500.000 1.252.500.000 0 0 2.100.000.000
2|11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 802.608.000 26.672.315.604 102.070.770 0 0 26.774.386.374
2(11]2.11.3.28.1.03.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 802.608.000 26.672.315.604 102.070.770 0 0 26.774.386.374
2|12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 9.584.020.178 262.974.350 0 0 9.846.994.528
2(12]2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 9.584.020.178 262.974.350 0 0 9.846.994.528
2|13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 13.870.129.027 132.454.310 0 0 14.002.583.337
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2113(2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 13.870.129.027 132.454.310 0 0 14.002.583.337
2(14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 15.303.743.940 2.155.000.000 0 0 17.458.743.940
2(14]2.14.2.08.0.00.05.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 15.303.743.940 2.155.000.000 0 0 17.458.743.940
2(15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5.709.489.400 25.452.154.105 144.421.970 0 0 25.596.576.075
2[15]2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 5.709.489.400 25.452.154.105 144.421.970 0 0 25.596.576.075
2(16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.076.874.750 14.122.588.609 705.874.650 0 0 14.828.463.259
2[16]2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1.076.874.750 14.122.588.609 705.874.650 0 0 14.828.463.259
2(17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.349.891.860 14.465.443.686 278.948.090 0 0 14.744.391.776
2(17]2.17.3.30.3.31.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 2.349.891.860 14.465.443.686 278.948.090 0 0 14.744.391.776
2(18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 9.689.837.948 199.820.000 0 0 9.889.657.948
2(1812.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 9.689.837.948 199.820.000 0 0 9.889.657.948
2|19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 4.595.000.000 0 0 0 4.595.000.000
2(19]3.26.2.22.2.19.02.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 0 4.595.000.000 0 0 0 4.595.000.000
2|20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 232.003.690 44.436.310 0 0 276.440.000
2120]2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 0 232.003.690 44.436.310 0 0 276.440.000
2|21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 579.784.710 118.558.290 0 0 698.343.000
2(21]2.16.2.21.2.20.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 0 579.784.710 118.558.290 0 0 698.343.000
2|22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 1.065.000.000 0 0 0 1.065.000.000
2(2213.26.2.22.2.19.02.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 0 1.065.000.000 0 0 0 1.065.000.000
2|23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 447.397.650 127.602.350 0 0 575.000.000
2(232.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 0 447.397.650 127.602.350 0 0 575.000.000
2|24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 8.149.862.732 415.000.000 0 0 8.564.862.732
2(242.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Arsip dan Perpustakaan 0 8.149.862.732 415.000.000 0 0 8.564.862.732
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 175.680.600 75.057.492.091 4.989.683.010 0 0 80.047.175.101
3|25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 71.209.000 14.145.673.856 3.508.300 0 0 14.149.182.156
3|25]3.25.3.27.0.00.02.0000 Dinas Perikanan dan Peternakan 71.209.000 14.145.673.856 3.508.300 0 0 14.149.182.156
3(26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 59.471.600 10.052.106.076 218.615.950 0 0 10.270.722.026
3[26(3.26.2.22.2.19.02.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 59.471.600 10.052.106.076 218.615.950 0 0 10.270.722.026
3|27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 45.000.000 49.020.155.139 4.754.658.080 0 0 53.774.813.219
3(273.25.3.27.0.00.02.0000 Dinas Perikanan dan Peternakan 0 4.218.505.200 2.744.800 0 0 4.221.250.000
3(27]3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 45.000.000 44.801.649.939 4.751.913.280 0 0 49.553.563.219
3|28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 0 47.099.320 12.900.680 0 0 60.000.000
3128(2.11.3.28.1.03.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 47.099.320 12.900.680 0 0 60.000.000
3|30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 540.457.700 0 0 0 540.457.700
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3(30(2.17.3.30.3.31.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 0 540.457.700 0 0 0 540.457.700
3(31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 870.000.000 0 0 0 870.000.000
3(31(2.17.3.30.3.31.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 0 870.000.000 0 0 0 870.000.000
3(32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 382.000.000 0 0 0 382.000.000
3(32]2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 382.000.000 0 0 0 382.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 131.487.972.928 5.475.465.320 0 0 136.963.438.248
4|01 SEKRETARIAT DAERAH 0 64.678.744.128 4.503.156.520 0 0 69.181.900.648
4101(4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0 64.678.744.128 4.503.156.520 0 0 69.181.900.648
4|02 SEKRETARIAT DPRD 0 66.809.228.800 972.308.800 0 0 67.781.537.600
4102 (4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 0 66.809.228.800 972.308.800 0 0 67.781.537.600
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.494.415.286.051 157.834.869.978 1.697.757.770 13.155.296.795| 429.624.477.900 602.312.402.443
5|01 PERENCANAAN 0 15.689.101.164 475.835.320 0 0 16.164.936.484
5(01(5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 15.689.101.164 475.835.320 0 0 16.164.936.484
5|02 KEUANGAN 2.494.415.286.051 126.633.121.732 922.790.600 13.155.296.795| 429.624.477.900 570.335.687.027
5/025.02.0.00.0.00.05.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 1.937.863.491.766 108.409.907.435 402.827.420 13.155.296.795|  429.624.477.900 551.592.509.550
5/025.02.0.00.0.00.06.0000 Badan Pendapatan Daerah 556.551.794.285 18.223.214.297 519.963.180 0 0 18.743.177.477
5|03 KEPEGAWAIAN 0 14.302.647.082 299.131.850 0 0 14.601.778.932
5[035.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 14.302.647.082 299.131.850 0 0 14.601.778.932
5(05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 1.210.000.000 0 0 0 1.210.000.000
5[05 |5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 1.210.000.000 0 0 0 1.210.000.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 20.417.452.663 899.000.000 0 0 21.316.452.663
6(01 INSPEKTORAT DAERAH 0 20.417.452.663 899.000.000 0 0 21.316.452.663
6(01]6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 0 20.417.452.663 899.000.000 0 0 21.316.452.663
7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 97.119.086.037 5.880.112.880 0 0 102.999.198.917
7(01 KECAMATAN 0 97.119.086.037 5.880.112.880 0 0 102.999.198.917
7(01]7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Wado 0 2.958.903.393 96.270.000 0 0 3.055.173.393
7(01]7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Jatinunggal 0 2.867.995.672 96.696.000 0 0 2.964.691.672
7/01{7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Darmaraja 0 3.912.957.603 116.696.850 0 0 4.029.654.453
7(01]7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Cibugel 0 3.014.328.601 95.670.000 0 0 3.109.998.601
7(01{7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Cisitu 0 3.152.374.716 95.670.000 0 0 3.248.044.716
7(01{7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Situraja 0 3.645.591.248 139.954.480 0 0 3.785.545.728
7(01{7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Conggeang 0 3.266.693.160 128.568.120 0 0 3.395.261.280
7(01{7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Paseh 0 3.365.559.373 96.720.000 0 0 3.462.279.373
7(01]7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Surian 0 3.066.302.196 2.288.000 0 0 3.068.590.196
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7(01]7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Buahdua 0 2.945.287.897 206.258.600 0 0 3.151.546.497
7(01]7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tanjungsari 0 3.685.155.418 282.332.870 0 0 3.967.488.288
7(01]7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Sukasari 0 3.233.993.472 102.340.500 0 0 3.336.333.972
7(01]7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Pamulihan 0 3.643.009.672 177.028.240 0 0 3.820.037.912
7(01]7.01.0.00.0.00.14.0000 Ke